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Darurat Disinformasi

Legislator Sarankan Reformasi Digital

WAKIL Ketua Komisi I DPR
Sukamta menila Indonesta saat
i berada dalam kondisi darurat
keamanan digital. Serangan si-
ber terhadap mfrastruktur negara
dan maraknya disinformasi yang
teforgantsir berpotensi meng-
ganggu stabilitas nastonal

Penryebaran disinformast yzng
mastf memunjukkan Indonesta
belum memiliki sistem perta-
hanan digital yang benar-benar
kokoh. “Ini bukan lagt ancaman
teknis, tetapt ancaman techadap
ketahanan bangsa” wjar Suka-
mita dalam keterangannya, Rabu
(10122025),

Dia bilang, lemahnya pen-
gawasan terhadap rvang digital
membuatmasyarakatmudah men-
sadi korban kebocoran data, hoaks,
dan operast buzrer destruktifyang
mengganggu ruang demokrast.
“Perly reformast total sistetn ke-
amanan digital nasional, Khusus-
tiya tielalui mplementast strategt
Active Cyber Defense,” jelasnya

Pemerintah, lanjut Sukamnta,
harus segera menerapkan Zero
Trust (jangan pernah percaya)
sebaga standar nasional, mem-
bangun Cyber Defense Back-
bone arau upaya pertahanan u-

ber secara komprehensif dengan &
Badan Stber dan Sandi Negara d
(BSSN) sebagai komando tung- o

gal. “Ini untuk memasttkan audit
forensik terhadap msiden siber
dilakukan secara independen
dan transparan,” ujamya.

Dia menambahkan: kelemaban
tata kelola keamanan digital jua
diperparah oleh rendahnya tingkat
maturitas (kematangan) keaman-
an informasi di berbagai instans.
Pemermtsh harus menargetkan
seluruh instansi mencapai Indeks
Keamanan Informast (KAMI)
Level IT dalam waktu 12 hingga
18 bulan ke depan.

Selainitu, ta menyoroti soal dis-
informasi, degyfate, dan aktivitas
Buzzer terorganisir yang menjack
ancaman serius bagt stabilitas so-
sial dan politik Indoresta. Karena
1, distnformast harus diperlaku-
kan sebagal ancaman nasional

[a juga mendorong penguatan
regulas melalui penyusunan
Undang-Undang Keamanan Si-
ber/Kerahanan Digital dan revisi
Undang-Undang Informast dan
Transaksi Elektrontk (UU ITE)
uniuk memasukkan pengaturan
tegas terhadap operasi buzzer
destruktif. “Perlindungan ruang

(Y
Sukamta

digital tidak cukup hanya ber-
ganfung pada mekanisme delik
aduan,” fegasnya

Dikatakan Sukamta, ketahan-
an digital adalah bagtan dar ke-
daulatan negara yang tidak bisa
ditunda lag1. Karena keamanan
siber dan mtegritas informast
menentukanmasa depan bangsa.

Jika reformast digital fidak
segera dilakukan, 1a khawatir
berpotens menghadzpi kergian
ekonom, mstabulitas sosial, dan
hilangnya kepercayaan publik
tethadap negara. “Kami (Komis
IDPR) berkomitmen unfuk me-
ngawal reformasi digital secara

menyelurh,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR An-
dina Thresta Narang menambah-
kan pentingnya penataan ulang
kebijakan ruang digital nasional
Tujuannya untuk menjaga wiba-
Waiegara serta melindungi ma-
syarakat, khususnya anak-anak
dari serangan disinformasi,
konten negatif, dan ristko krimi-
nalitas siber

Dia menyoroti pembatasan
akses media sostal (medsos)
bagi anak di bawah 16 tahun
yang mulai diterapkan di bebe-
tapa niegara sepert Malaysia dan
Australia. “Diskursus tni penting
menjadi bahan evaluasi Indo-
fiesta dalam menjaga ketahanan
digital generasi muda,” ujar
Andina dalam keterangannya,
Selasa (9/12/2025),

Kementerian Kormumkast dan
Digital (Kekomdigt) mengung-
kap adanya 1.890 isu hoaks dan
lebih dari 3,3 juta konten negatif
hanya dalam periode 20 Okto-
ber hingga 6 Desember. Bila
dalam 1.5 bulan saja jumlabnya
sedemikian besar, berapa banyak
dalam setahun "Im memunjuk-
kan betapa rentannya anak-anak
kita terhadap paparan konten

negatif,” tandasnya.

Sebetulnya, Pemerintah telah
mengtnisiasi Peraturan Pemerin-
tah (PP) Tunas sebagai langkah
awal perlindungan terhadap
konten negatif di medsos. Tapi,
implementast di lapangan masth
belum optimal karena pen-
jagaannya belum kuat. “Soalnya
masth bersifat self-declared,
bukan pembatasan yang diterap-
kan langsung oleh platform ™
kata dia.

Diketahui, PP Tunas adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2025. Isinya regulast dan
Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdig) yang melin-
dungi anak-anak di rvang digital
dengan mewajibkan platform
untuk verifikasi usta, penyaning-
an konten, dan pendampingan
orang fua

Selam tto, Andina menekan-
kan pentingnya peningkatan
kemampuan pertahanan nasto-
nal berbasis teknologi siber
dalam menghadapi perubahan
karakter ancaman global. “Saat
ini perkembangan geopolitik
internastonal telah mengarah
pada perang berbasts digital ”
pungkas dia. WTIF
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